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Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan
pidananya. Padahal, hingga Juni 2008, |ebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan
praktek pidana mati baik secara de jure atau de facto. Di tengah kecenderungan global akan moratorium
pidana mati, praktek ini justru makin lazim di terapkan di Indonesia. Paling tidak selama empat tahun
berturut-turut telah dilaksanakan eksekusi mati terhadap 9 orang narapidana. Pro-kontra penerapan pidana
mati ini semakin

menguat, karena tampak tak sejalan dengan komitmen Indonesia untuk tunduk

kepada kesepakatan internasional yang tertuang dalam Kovenan Internasional

tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya. Permasalahan yang muncul adalah mengapa ada pihak yang menjadi pro atau
kontra terhadap pidana mati. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: memberikan penjelasan yang
bersifat teoritis mengenai pro dan kontra peranan sanksi yang dalam hal ini adalah pidana mati, sehingga
dapat memberikan pandangan dan informasi yang akurat dalam bidang pemberantasan, pencegahan dan
penyal ahgunaan peredaran gelap

narkoba dalam mewujudkan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan sosioyuridis, dimana peneliti mengadakan
penelaahan dokumen dan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan (keterangan ahli
pemerintah, ahli hukum, tokoh masyarakat, dan terpidana mati) untuk mengetahui tanggapantanggapan
mereka terhadap implementasi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba dan apa kendala yang
dihadapi sehubungan dengan wacana adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini mengambil
lokasi di

Jakarta pada bulan November 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya pro dan kontra
terhadap pelaksanaan eksekusi mati dalam masyarakat luas, dikarenakan adanyaisu pelanggaran hak asasi
manusia, munculnya Undang-Undang bernuansa HAM, antaralain UU No.39 tahun 1999 tentang HAM
yang semakin menegaskan kesenjangan yang terjadi dengan produk-produk perundang-undangan Indonesia
yang mengatur hukuman mati dan pidana mati untuk kasus narkoba masih dapat dipertahankan khusus
untuk para produsen dan pengedar narkoba. Untuk meminimalisir perdebatan pro & kontra dalam
masyarakat, saran yang digjukan adalah baik tim perumus RUU KUHP maupun tim perumus Undang-
Undang bernuansa HAM, perlu duduk bersama untuk memutuskan dari 3 pilihan, yaitu: (i) Indonesia tetap
memasukkan pidana mati dalam KUHP dan non-KUHP dan konsisten dalam pelaksanaannya; (ii) Indonesia
mel aksanakan moratorium (de facto tidak menerapkan) praktek hukuman mati;

atau (iii) Indonesia melakukan abolisi (penghapusan) hukuman mati dalam semua produk hukumnya baik
dalam KUHP maupun di luar KUHP, perlu adanya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan eksekusi mati
di Indonesia oleh para pembuat hukum dan pengambil kebijakan di negeri ini dan untuk paratim perumus
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RUU Narkotika dan Psikotropika (dimana Badan Narkotika Nasional adalah salah satu anggotanya), perlu
mengkaji prosedur pelaksanaan pidana mati agar tidak terlalu lamajedayang terjadi antara jatuhnyavonis
dengan eksekusi.



